
 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Lela Damaris 1 

 

 
Sumber gambar: 

https://infopublik.id/kategori/nusantara/831770/pemprov-kalsel-terus-koordinasi-dengan-kabupaten-

hst-dan-aph-awasi-tambang-pasir-ilegal 

 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah 

yang ada di kabupaten/kota serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penertiban untuk 

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). 

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov. Kalsel, Isharwanto 

melalui Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Gayatrie Agustina F mengatakan sampai 

saat ini untuk daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya ada tiga IUP yang masuk. 

“Dua IUP komoditas Batu Gamping dan satu IUP komiditas Batu Gunung, yang 

mana tidak ada kaitannya perizinan berkaitan dengan pasir,” ucapnya, Banjarbaru. 

Ia menerangkan, apabila ada penambangan selain tiga IUP tersebut berarti ada 

aktivitas ilegal yang terjadi di sana. Untuk permasalahan ini, lanjut Ia menerangkan sudah 

beberapa kali ditemukan kasus penambangan ilegal dan pihaknya terus berkoordinasi dan 

mengembalikan kasus tersebut ke kabupaten untuk persyaratan tata ruang. 

"Salah satu syarat perizinan yaitu wilayah yang diperkenankan oleh kabupaten 

untuk dilakukan penambangan," tuturnya. 

Ia  mengimbau apabila masyarakat ingin melakukan penambangan bisa langsung 

memenuhi pembuatan IUP. 

"Apabila masyarakat melakukan penambangan secara ilegal, maka akan 

ditindaklanjuti sesuai undang - undang yang berlaku,"tambahnya. 
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Catatan: 

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan 

dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap 

pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 

wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi 

Produksi atau IUPK Operasi Produksi.1 IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha 

pertambangan.2 Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan 

di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah 

izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium, 

eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang 

diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan 

operasi produksi. 3 

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan 

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin 

usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan 

setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi 

produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.4 

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.5 Jaminan 

Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1) 
2 Ibid, Pasal 1 ayat (7) 
3 Ibid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9 
4 Ibid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13 
5 Ibid, Pasal 100 Ayat 1 
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Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan 

Reklamasi.6 

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan 

usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan 

dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.7 

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK 

Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam 

pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi 

wajib:8 

a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan 

Hidup; 

b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi; 

c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi; 

d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi; 

e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan 

permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan 

f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan 

peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. 

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:9 

a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi; 

b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik; 

c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan 

d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi. 

 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Jenis 

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral 

Pasal 1 

                                                           
6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI hurub B angka 13 
7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 
8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1 
9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah 
Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)  
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(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral berasal dari penerimaan: 

a. pemanfaatan sumber daya alam; 

b. pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral; 

c. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; 

d. denda administratif; dan 

e. penempatan jaminan bidang energi dan sumber daya mineral. 

Pasal 2 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

kecuali huruf c, selain yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, berupa: 

a. bagian pemerintah pusat sebesar 4oh (empat persen) dari keuntungan bersih 

pemegang izin usaha pertambangan khusus dan izin usaha pertambangan khusus 

sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk mineral logam dan batubara; 

b. asa pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi yang dilakukan 

dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain; 


